BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan dan pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang telah dikaji
penulis menyimpulkan telah terjadi konflik norma antara peraturan tentang
perkawinan yang harus dicatatkan dan peraturan tentang perkawinan tidak
tercatat namun dapat dicatatkan. Peraturan yang lebih rendah seharusnya
tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas lex superior
derogate legi inferiori). Itu seharusnya tidak terjadi, jika dalam
pembuatannya mengakomodir keterlibatan berbagai pihak terkait.

Masalah utama adanya peraturan ini adalah banyak orang tidak
memiliki identitas diri disebabkan tidak mencatatkan perkawinannya
sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai prasyarat utama untuk
membuat identitas diri. Kemendagri kemudian mengeluarkan berbagai
kebijakan sebagai solusi masalah ini, di antaranya pemberlakuan SPTJM dan
2 (dua) orang saksi, pencatatan kependudukan didasarkan atas terjadinya
peristiwa, asas contrarius actus dengan landasan Permendagri No 9 Tahun
2016, Perpres No 96 Tahun 2018, Permendagri No 108 dan 109 Tahun 2019.

2. Dampak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status
Perkawinan Pada Kartu Keluarga

a. kemudahan mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan;
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o

tarik menarik kewenangan antarlembaga;

kurang tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

S

kesadaran pencatatan perkawinan rendah jika tidak didorong dicatatkan;

o

pembuktian akta autentik kartu keluarga dalam persidangan;

=

tidak terpenuhinya secara penuh perlindungan hukum perempuan dan anak
saat perkawinan berlangsung dan pascaperceraian.

B. Saran

Perpres No 96 Tahun 2018 telah berlaku selama 3 (tiga) tahun sehingga
telah menghasilkan banyak produk dokumen kependudukan yang berdasarkan
KK dan Akta Kelahiran. Kebijakan tersebut jangan sampai muncul anggapan di
masyarakat bahwa pencatatan pernikahan bagi orang yang beragama Islam di
bawah pengawasan PPN KUA itu tidak penting. Pencatatan pernikahan oleh
PPN KUA itu sangat penting karena dilakukan pemeriksaan mendalam tentang
keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan lebih penting daripada
pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan tidak boleh diabaikan demi
perlindungan dan kepastian hukum. Pencatatan pernikahan seharusnya
tidak bisa dilakukan sebelum diketahui keabsahan pernikahan.

Tanggal 1 November 2021 telah dilakukan pertemuan pimpinan tinggi
antarlembaga menghasilkan berbagai kesepakatan penting, Adanya masalah dan
dinamika yang terjadi, Penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi yang merasa dirugikan atas terbitnya Perpres ini dapat mengajukan
Jjudicial review di Mahkamah Agung.
2. Peraturan tentang perkawinan yang telah berlaku lama dan kurang relevan,

sebaiknya dikaji kembali, terutama hukuman bagi pelanggar UU Perkawinan.



135

3. Peraturan baru memperbaiki Perpres Nomor 96 Tahun 2018, terutama tentang
mekanisme pencatatan perkawinan harus melalui proses pemeriksaan
keabsahan pernikahan sebelum pernikahan tersebut dicatatkan.

4. Sosialisasi dan pemberian informasi secara jelas terhadap masyarakat pemilik
KK “Kawin Belum Tercatat” dan akibat hukumnya. KK “Kawin Belum
Tercatat” perlu didorong melakukan isbat nikah.dengan jangka waktu tertentu
agar status perkawinan dalam KK menjadi “Kawin Tercatat”.

5. Program isbat nikah terpadu atau prodeo yang biayanya ditanggung pemerintah.

6. Disdukcapil lebih berhati-hati dalam membuat KK terutama dengan
memeriksa keabsahan perkawinan dengan sistem checklist yang memuat
syarat dan rukun perkawinan serta pelanggaran larangan perkawinan.

7. KUA dan PA lebih berhati-hati dalam menggunakan produk KK. KK “Kawin
Belum Tercatat” karena masih diragukan status keabsahan perkawinannya.

8. Sebaiknya ada kartu khusus untuk mendata peristiwa “Kawin Belum
Tercatat” sehingga tidak meletakkan keterangan belum pasti Kartu Keluarga
karena akta autenik berkekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

9. Disdukcapil, KUA, dan Pengadilan Agama meningkatkan sinergitas dan
koordinasi antarlembaga dengan melakukan kerja sama antarlembaga.

10. Memaksimalkan pemanfaatan pengintegrasian aplikasi SIMKAH, SIPP,
dan SIAK sebagai kontrol untuk mendorong agar KK “Kawin Belum
Tercatat” menjadi KK “Kawin Tercatat” dengan jangka waktu tertentu
melalui lembaga isbat nikah yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran I

Surat Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jin. Kusnodanopojo Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 98252
—

KOME
Nomor : 070/KesbangPol-Rekom/ ¢, [ X /2021

Berdasarkan Surat dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas
Negeri Gorontalo Pascasarjana, nomor: §17/UN47.C1/PT.01.04/2021 tanggal 07 Oktober 2021 Perihal
Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara
Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama . Muhammad Taufigullahtif

NIM : 710520005

Prodi 1 Magister (52) Hukum

Judul Penelitian : “Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Terhadap Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga®.

Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

Waktu Penelitian . Bulan Oktober s/d Bylan November 2021

Dalam melakukan penclitian harus mentaati ketentuan sebagai berilout :

1. Sebelum melskukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah sctempat dan tempat yvang memadi

obyek penelitian.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.

Menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat

setempat.

5. Dalam setiap kepiatan di Japangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemeriniah
setempat

6. Dalam Melakukan Penelitian agar supaya tetap mematuhi Protokol Keschatan selama masa
Pandemi Covid-19.

7. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bernuansa politik.

8. Seteluh melub kan penelitian hasil kajian diserahkan | {satu) eksemplar kepada Bupaii Goroantalo
Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik Kabupaten Gorontale Utara.

9. Surat rekomendast imi akan dicabut dan dinyatekan tidak berlaku, apabila pemegang surat
rekomendast i tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

FSEES)

Derikian surat rekomendasi im dikeluarkan untuk dipergunakan sebagarmana mestinya.

NIP. 19680224 200212 1 005

Tembuasan Yih:

3. Bupat Gorontalo Utara {sebagai laporan)

4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara
3. Direktur Pasgasarjana miversitas Negeri Gorontalo

4. Yang Bersangkutan

5. Arsip




Lampiran I1

Surat Penelitian dari Bimas Islam Kementerian Agama Gorontalo Utara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALD UTARA

doton Cimeleti Desne Alora Karya Ker Kwandang Keb. Gorontelo Utgrg
Nade Pos - 95252 email : kemenaggorut@ymaicom

Nomar : b4z /KK 30.04/1/10/2021 Kwandarg, 12 Okiaber 2021
Sifat : Biasa

Lamp ks

Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Gorantalo

Dengan harmat,

Menindakianjuti surat nomor 817/UN47.C1/PT.01.04/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal

Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini kaml memberikan Rekomendasi kepada ;

Nama Muhammad Taufigullahtif
NiM 10520005

Program Studl [ Magister [s2) Hukum
Angkatan 1 20201

Untuk melakukan penelitian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo Utara
dalam rangka melakssnakan Penelitian Tesis dengan judul *“Dampak Terbitnya Peraturan Presiden
Narmor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkowinan Pada Kartu Keluarge™.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya

Tembusan ;
fih. Kepala Kantor Wilavah Kementeran Sgama Provinsi Gorontalo



Lampiran 11

Surat Penelitian dari Pengadilan Agama Kwandang

PENGADILAN AGAMA KWANDANG

JL Trans Sulawesi, Molingkapoto Selatan - Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kode Fos 96518
Telp : (0442) 3110225 | Web ; pa-kwandang.go.id | Email : mail@pa-kwandang.go.id - pakwandang@eamail. com

Nomor T W26-A6/ 119] /KP.04.6/X/2021 Ewandang, 13 Oktober 2021
Sifat : Biasa

Lampiran : 1

Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Assedarnu Alaikeres Wr. Wh

Membaea surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor
Q1 T/UN4T.CI/PT.01.04/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan
ini disampaikan kami bersedia memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan Penelitian Tesis
dengan judul “Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status
Perkawinan Pada Kartu Keluarga” di Kantor Pengadilan Agama Kwandang,

Demikian disampaikan atas perhatiannya divcapkan terima kasih.

Waﬁ_d_hm,
Ketua, 7 |

\ a
< Rajabudin, SH.L
Nip. 19790916 2 1003



Lampiran IV
Dokumen-Dokumen Penunjang Data Kartu Keluarga

1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

7w ]

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ind

Nama
Alamat

Tempat dan Tanggal inhir
Marna Ibu

Dengan ini menyataknn bahwa saya tidak memiliki dolumen kependuduloan
dan apabila dikemudian har temyata pernyatnan saya ini tdak benar, maka
saya bersedia diproses secarn hukoum sesual dengan perafuran perundang-

undangan serta dokumen yang diterbitkan dard permohonan ini menjadi tidak
sah.

Yang menyatakan,

Materad
Cuboup



2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum

Tercatat

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWADR MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami vang bcﬂlndnlunm di bawah ini:
L Nama

NIK
sebhagai suami, uclnnjulmru dllebut I'IH.";I{ PEETAMA

NIK ..................................................................
sebagni isteri, Selanjutnya dhel:lut PIHAK KEDUIA,
menyatakan bahwn kami telah terilat pericawinan sebagai suami isteri (telah
melakukan perceralan®, yang dilaksanakan pada AR R
[tanggnl perkawinan pﬂrl:::rniu.n*r dengan Sakosi-snksi:

. Nama
NIK

. Nama
NIK

Dengnn Nama analk-anak sebapni berilot :
No | Nama Mo. Akta Kelahiran SHDK

Diemikian Sumt Pernyatann ini knmi bunt dengan schenamys, apabila dalam
keternngan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan vang sebenarnyva, sava bersedia dikenakan sanksi sesual dengan
leetentunn peraturan perundang-undangan yang berlako.

...................................... v i [
Yang menyntakan,

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Materal Culoup
| ek bk e ek R e £ ]
NIE. . | S S —

Saksi I, Salksi I,

|| A R R . |} P SN S

Lembar 1



7. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

PETUNJUK PENCISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEREKAWINAN PERCERAIAN PELUM TERCATAT

A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak Perkawinan/Perceralan

1. Sebagal Sunmi/PMhak PERTAMA

a. Nama Lenghkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberiknn pernyataan
dalnm Surat Pernyatann Tanggung Jawab Mutink Perkowinan.

b, NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesusl yang
tertera dalam KTP-el.

2. Sebagal lsiri /Plhak KEDUA
a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikon permyniaan
dalam Surat Pernyataon Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
b NIK
Diisi dengan Nomor Induk Hependudukon penduduk sesunl yang
tertera dalam KTP-el,
B. Tanggal Perknwinan /Perceraian
Dilsikan dengan wakiu (ianggal, lahir dan whun) perkawinan fperceraian
tersebut dilangmmnglan
C. Penjelasan atas saks| vang disyaratkan
Sakai adalah orang yang melihat /mengetahul /meyakini kejadian /peristiwa
perkawinan dan telah memilik! NIK.
D. Bagian Tanda Tangan

1. Isikan tempat dan tanggal surnt pernyataan dibuat.

2. Tempelkan maternl cukup seszal ketentuan perondang-undangnn pada
kolom tanda tongan pemberi pemyataan. Pada lembar 1 materal
dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2
muaterai dibnbuhkon pada kolom tanda tangon Isteri.

3. Pemberl pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas
dan fatou mengenai bagian materal.

4. Saksi membubuhkan tanda tangan /cap jempol di dibawah kolom tanda
tangan suami don isteri.



4. Format Kartu Keluarga Terbaru

KARTU KELUARGA
MNo.
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Lampiran V

Surat Balasan Panitera Mahkamah Agung terhadap Surat Ditjen Dukcapil

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9- 13 Tip, (021) 3843348, 3810350, 3457661
Tromal Pos No. 1020 Jakarta 10010
Website : hitp://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2O Januari 2019

Nomor 23 /PANIHK.05/1/2019 Kepada Yth.
Lamp. : - Dirjen Kependudukan dan
Hal.  : Mohon Penjelasan Pencatatan Sipil Kementerizin
' Dalam Negeri
i di-
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 472.2/18752/
DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut di atas
maka bersama ini akan kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan

Pencatatan Perkawinan AgamalPenghayat Kepercayaan.

a. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak
bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka
Agama/Pemuka Penghayat ?

Jawab :

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur
isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);

- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang
dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum
memenuhi batas usla minimum perkawinan pada saat perkawinan
tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini apakah untuk pencatatan
perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah
memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan ?
Contoh: pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dan

mencatatkan perkawinannya pada saat umur 20 tahun:

Jawab : ;

- Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur
harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila: syarat
tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar
hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah
memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau
memperbarui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan.



Yang ditunjuk oleh kedya orang tua pihak pria maupun wanita",
Ayat tersebut hendaknya dibaca “dalam hal penyimpangan
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke
Pengadilan”, sedangkan frasa pejabat lain sampai saat ini
belum ada peraturan perundang-undangan tentang penjelasan
mengenai pejabat lain, sehingga satu-satunya instansi yang
berwenang memberikan dispensasi adalah pengadilan.

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dapatkah perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan
apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan
Perkawinan dari salah satu pemuka agama.

Contoh : Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan gdari
Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el
Pemoahon Kristen dan Islam;

Jawab :

- Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat
dicatatkan. Akan tetapl jika perkawinan ftersebut dilaksanakan
berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain
menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan
tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan
berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan
dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan
tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

3. Pencatatan Kematian
Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap :

a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang
bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database
kependudukan.

Jawab :

- Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu
diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetagian tentang
kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013).

b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat
ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan
bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll).
Jawab : .
- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah
mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan
Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan
tentang kematiannya.

- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah
mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan



U . g :
dara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan

tentang kematiannya,

- AFl'ﬂhlla meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak
diketemukan dan sefelah mendapatkan surat keterangan dari
Pemerintah Daerah setempat maka diajukan permohonan ke
Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.
(Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Noror 24 Tahun 2013).

4, Putusanfpenetapan Pengadilan yang Amar Putusannya Bertentangan
dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Bagaimanakah tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap putusanipenetapan pengadilan yang
memerintahkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan, perceraian,
perubahan nama, pembatalan akta dan pengangkatan anak yang
bertentangan dengan asas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. :

Jawah :

T

2.

Perkawinan dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil yang ditunjiik
oleh putusan pengadilan. }
Perceraian dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat menika
dan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat tinggal Pemohon dan

Termohon;
Perubahan Nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa

itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang
bersangkutan;

Pencatatan Pembatalan Akta dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana
peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat
tinggal yang bersangkutan;

Pengangkatan Anak dicatatkan di Kantor Dukeapil di tempat orang
tua angkatnya;

Demikian penjelasannya untuk menjadi maklum adanya.




Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Lampiran VI

BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI

AKTA PERKAWINANIBUKU NIKAH

I Pada hari Senin langgal 1 November 2021 bertempal di Ruang Bima Lantai Il Hotel
Bidakara, Jakarta Selatan lelah diselenggarakan Rapat Koordinasi Antar
Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta
Perkawinan/Buku Nikah,

Il. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dihadiri
oleh:

1.
2
3

4

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur
SH, MH)

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktoral Jenderal Bimas Islam,
Kementerian Agama (H. Muh.Adib, S.Ag).

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc)

Direktur Rehabiltasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Kemenlerian Sosial (Ors. Waskito Budi Kusumo, M.Si)

Kelua Komnas Perempuan (Andy Yenlriyani, S .50s., MA)

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)
Aisylyah (Dr. Atlyatul Ulya, M.Ag)

Hadir pula:

I B I S R R
st N, &2 -

Direktur Pembinaan Administrasi MA RI (Dr. Nur Djannah Syal, SH, MH)
Hakim Yustisial/Stafsus Dirjen Badilag (Abd Halim, SHi, MH)
Hakim Yustisial/Stafsus Dirjen Badilag (M. Natsir, SHI, MH)
Asdep Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rohika Kurniadi Sari)
Sesditjen Kependudukan dan Pencatalan Sipil
Direkiur Pencatatan Sipil
Direktur Pendaftaran Penduduk
Direldur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- Para Pejabat Administrator dan Pejabal Fungsional Madya di Lingkungan Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ill. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

1.

Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum
dapal dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akia nikah/akia perkawinan dapat
dicantumkan slalus perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK ) dengan status kawin
umm.umkmmﬁumwmmmm
dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbal nikah/pengesahan perkawinan
berdasarkan penetapan pengadilan yang sast ini tercatal di dalam dalabase
kependudukan (34,694,088 pasangan menikah).



Pencantuman stalus kawin belum lercalal dalam KK dilaksanakan berdasarkan
permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pemyataan
Tanggung Jawab Mullak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatal,

Pemberiakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat fidak diperuntukan untuk
perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syaral dan
rukun perkawinan, Sedangkan unluk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri
sebelumnya.

Masing-masing melakukan soslalisasi dan program lain sesuai dengan
kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan
lidak tercatat. )
Data penduduk dengan stalus kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-
masing Instansi terkait utk memprogramkan isbal nikah/pengesahan perkawinan dan
pencatatan perkawinan massal,

Pencantuman status kawin belum lercatal dalam KK bukan merupakan pengesahan
perkawinan,

. Masing-masing berkomilmen unluk mensosialisasiken agar seliap perkawinan

penduduk beragama Islam yang tetah memiliki kutipan akla nikah dari Kantor Urusan

Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah

memiliki sural bukli perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera

melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan

perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta
bagi penduduk yang beragama selain Islam.

perkawinan
. Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke

dalam kartu keluarga dengan slalus kawin lercatal, kecuali untuk pasangan yang

memang belum dapal mencalatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti
masyarakat adat atau agama leluhur,

Demikian Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Pembahasan Pasangan Menikeh Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Mikah ini
disetujui dan disepakati oleh seluruh Peserla Rapat.

Jakarta, 1 November 2021

Pimpinan Rapat,

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencalatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Disetujui Oleh:

Direktur J ilan Agama, Mahkamah Agung

(Or. Drs. Aco Nur SFNMH)



Direktur Pembinaan Administrasi MA RI

-

(Dr. Mur Djannah Syal, S MH)

varga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Kemenlerian Agama

" Muh Adib, S.Ag).

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

ﬂl

{Ir. Agdlina Erni, M.Sc)

Dire_ktu Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian

Sosial

(Drs. Wakito Budi Kusumo, M.SI)
Ketua

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia

M

(KH. Nurul irfan)
Ketua Divisi Hukum dan HAM Aisyiyah

dn\Aem

{Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)



RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

NAMA : MUHAMMAD TAUFIQULLATIF
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1.
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